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Abstrak  

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi adalah pinjaman yang diberikan oleh bank dan merupakan bagian dari program 
pemerintah. Subsidi akan tergantung pada tingkat kredit atau uang muka. Nomor menurut undang-undang. Perpres No. 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Permukiman, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh dukungan kepemilikan rumah 
melalui kebijakan fasilitasi dan/atau membantu membangun dan membeli rumah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dan menganalisis bagaimana Prosedur Hukum terhadap perjanjian jual-beli rumah secara Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di 
PERUMNAS dan bagaimana bentuk penyelesaian, apabila terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian jual-beli rumah secara 
kredit kepemilikan rumah (KPR) di PERUMNAS. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat 
deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di PERUMNAS MARTUBUNG   Jalan Tuar Raya No. 03 Griya Martubung Medan. Data yang 
digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan. 
Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Sifat Penelitian yang dilakukan adalah sifat penelitian secara deskriptif 
analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa prosedur hukum adalah Prosedur Hukum terhadap perjanjian jual-beli rumah 
secara Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di PERUM PERUMNAS yaitu dilakukan secara Perjanjian Kredit dan bentuk 
penyelesaian, apabila terjadinya wanprestasi terhadap kegiatan jual-beli rumah secara kredit kepemilikan rumah di PERUMNAS 
yaitu melakukan lelang. 
Kata Kunci: Perjanjian; Jual Beli; Kredit Kepemilikan Rumah  

 
Abstract  

In this era, the government pays more attention to improving people's welfare, especially low-income groups, because low-income is 
one of the most common jobs in Indonesia today. Subsidized Home Ownership Loans (KPR) are loans provided by banks and are part 
of a government program. The subsidy will depend on the level of credit or down payment. Number according to law. Presidential 
Decree No. 1 of 2011 concerning Housing and Settlements, low-income communities receive home ownership support through 
facilitation policies and/or help build and buy houses. The formulation of the problem in this thesis is how the legal procedure for the 
house sale and purchase agreement with home ownership credit (KPR) at PERUM PERUMNAS and what form of settlement, if there 
is a default on the home sale and purchase agreement on home ownership credit (KPR) at PERUM PERUMNAS. The legal research 
method used is normative juridical which is descriptive. The research location was conducted at PERUM PERUMNAS MARTUBUNG 
PERUM-PERUMNAS MEDAN (GRIYA MARTUBUNG) Jalan Tuar Raya No. 03 Griya Martbung, (20252) Medan. The data used consists 
of primary and secondary data. The data was collected by the method of literature study and field study. The data that has been 
collected was analyzed qualitatively. The nature of the research conducted is the nature of the research with descriptive analysis. 
Based on the results of the author's research, what is done is the legal procedure for the home sale and purchase agreement by 
means of a home ownership loan (KPR) at PERUM PERUMNAS, which is carried out by a credit agreement and a form of settlement, 
in the event of a default on the buying and selling activities of a house on a home ownership credit (KPR). at PERUM PERUMNAS, 
namely conducting an auction. 
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PENDAHULUAN 

Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (K.U.H. Perdata) sebagai bagian dari BWyang 

terdiri dari IV Buku. Buku I mengenai Hukum perorangan/personenrecht, Buku II memuat 

ketentuan Hukum kebendaan/Zakenrecht, Buku ke IV mengatur pembuktian dan 

kadaluarsa/Bewijs en Verjaring. BW (K.U.H. Perdata) sebagai Undang-undang mulai berlaku atau 

diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847 (St.No.23/1847). Dari tahun 

pengundangannya jelas dapat kita ketahui BW yang ada di dalam Buku ke-III mengatur Hukum 

Perjanjian adalah Undang undang produk KolonialBELANDA.BW pada keseluruhannya sebagai 

Hukum: 

a. Yang mempergunakan azas konkordan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. 
b. Jiwa dan ketentuan sependapat mungkin mengatur dan menjaga kepentingan- kepentingan 

orang Belanda/Eropa yang ada di Indonesia, dan sekaligus juga bertujuan mengejar 
pemenuhan kepentingan-kepentingan Negara Belanda sendiri.  (Harahap. 2019). 

Pada dasarnya menurut isinya hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu 

hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). (Meliala.2014) 

Hukum perdata juga dapat di artikan dalam arti luas dan sempit. Hukum perdata dalam arti 

sempit ialah, meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHPerdata, yaitu: 

 Hukum pribadi, Hukum Belanda (Hukum Harta Kekayaan), hukum keluarga, Hukum 

waris, Hukum Perikatan serta Hukum Pembuktian Dan Daluwarsa.Sedangkan hukum perdata 

dalam arti luas ialah, meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHPerdata, 

KUHD berserta peraturan undang-undang tambahan lainnya (seperti Hukum Agraria, Hukum 

Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perburuhan). 

Perdata ini dapat berbentuk, seperti yang di muat dan di atur dalam KUHPerdata 

(Burgerlijk Wetboek). Dan KUHD (Wetboek van Koophandel), serta peraturan perundang-

undangan lainnya, dan dapat juga berbentuk tidak tertulis, seperti Hukum Adat. 

(Simanjuntak.2017) 

Sejak zaman purba sampai dengan zaman modern saat ini, manusia membutuhkan rumah 

dan pemukiman sebagai tuntutan dasar manusia yang berbudaya, yang memiliki jati diri atau 

identitas hunian masing-masing. Sesederhana apapun rumah yang dimiliki seseorang, Bisa jadi 

merupakan sesuatu yang paling berharga, yang pernah dimiliki sebagai tempat tinggal. Inilah 

yang menjadikan rumah sebagia hal yang mendasar dan juga menjadi prioritas utama dalam 

kodratnya sebagai mahluk sosial. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan 

tidak sedikit rumah dijadikan sebagai aset untuk perkembangan usaha dan peningkatan nilai 

ekonomi pemiliknya. Keterbatasan daya beli masyarakat tergolong berpenghasilan rendah lebih 

memenuhi kebutuhan akan rumah secara swadaya dan tak jarang mereka membangunnya di 

tanah yang illegal dan dekat dengan pusat kota dan tempat mereka bekerja. Tentu saja hal ini 

yang menjadi salah satu faktor penyebab pusat kota menjadi kumuh dan menurunnya tingkat 

kesehjateraan masyarakatperkotaan. (Hutapea.2014).  

Hal tersebut diatas sejalan dengan ketentuan secara yuridis yang terdapat dalam Pasal 28 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945 menyebutkan “setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.” Ketentuan aturan 

hukum tersebut secara jelas dengan menempatkan posisi tempat tinggal sebagai kebutuhan 

manusia yang sangat urgen. (Pratama dkk, 2019;Lubis dkk,2019). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman dapat dilihat di dalam konsideran huruf (b) menjelaskan bahwa negara bertanggung 

jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
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permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan 

terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh 

wilayah Indonesia. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman dapat dilihat di dalam konsideran huruf (c) menjelaskan pemerintah perlu 

lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan 

kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu 

kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang 

mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi 

daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara. 

(Nasution dkk, 2021; Pratama, 2022). 

Sebelum terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, minat masyarakat untuk memiliki 

rumah yang siap ditempati begitu besar. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh para 

pengembang (developer) sebagai pelaku usaha dibidang perumahan, untukmeraup kuntungan 

yang sebesar-besarnya. Meskipun rumah yang ditawarkan masih belum jadi bahkan belum 

dibangun atau masih dalam tahap perencanaan, namun banyak diserbu konsumen oleh karena 

pemasaran yang begitu gencar oleh pihak pengembang. 

Eksistensi perjanjian atau kontrak berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis 

dari berkembangnya kerja sama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan 

oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan dalam praktek bisnis 

telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. 

Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pelaku bisnis atau para pihak untuk 

melakukan suatu penuntutan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah 

diperjanjian dalam suatu kontrak atau perjanjian. Sebenarnya secara yuridis selain kontrak yang 

dibuat secara tertulis, para pihak atau para pelaku bisnis dapat melakukan pembuatan kontrak 

secara lisan. Namun, kontrak yang dibuat secara lisan mengandung risiko yang sangat tinggi, 

karena akan mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum. 

(Syaifuddin.2012). 

Dalam pembangunan rumah tinggal, sering kali dibutuhkan jasa pembangunan dari 

perusahan kontraktor. Kontraktor menyiapkan perencanaan pembangunan rumah tinggal sesuai 

dengan permintaan konsumen baik dari desainnya hingga anggaran sesuai dengan spesifikasi 

bahan yang diminta oleh konsumen. Semua kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu 

perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak 

yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal sehingga pihak-pihak yang 

mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang merekabuat. (Asyha.2005). 

Ketentuan suatu kontrak atau perjanjian pada prinsipnya harus memenuhi syarat sahnya 

perjanjian, yaitu kata sepakat,kecakapan,hal tertentu dan suatu sebab yang halal,sebagaimana 

ditentukan dalam pasal 1340 KUH perdata dengandipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian 

tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang 

membuatnya, Berdasarkan ketentuan 1320 BW, bahwa ada 4(empat) syarat sahnya suatu 

perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan,suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Mengenai kesepakatan sebagai syarat 

sah nya perjanjian, berdasarkan ketentuan pasal 1321 BW, bahwa apabila kesepakatan tercapai 

karena kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian atau karena paksaan 

atau penipuan, maka dianggap tidak ada kesepakatan. Dengan demikian, kesepakatan itu harus 

menjadi dalam keadaan para pihak yang bebas dan jujur, tidak ada penipuan, tidak ada paksaan 

dan tidak terjadikekhilafan. (Tarigan dkk, 2021; Nasution dkk, 2021). 
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Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku mengikat bagaikan undang- undang. 

Dengan demikian, apa yang dituangkan dalam perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh kontraktor 

sebagai penyedia jasa dan konsumen sebagai penerima jasa. Perjanjian tersebut membawa 

akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian merupakan jembatan aktivitas bisnis yang 

menghubungkan hak dan kewajiban dari masing-masing pelaku usaha sebagai upaya 

pembangunan kepastian hukum dalam mencapai sasaran bisnisnya. Pengertian tersebut 

menggambarkan betapa pemahaman terhadap perjanjian menjadi suatu hal yang sangat penting 

bagi setiap pelaku usaha disetiap aktivitas bisnis yang digelutinya tanpa melihat besar kecilnya 

ukuran dari aktivitas bisnis tersebut. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua 

orangatau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta 

kekayaan. (Muhammad.2015). 

 Salah satu cara yaitu dengan membangun rumah dengan harga yang sangat terjangkau. 

Menurut Zefriyenni Ira, KPR atau kredit Kepemilikan Rumah adalah merupakan salah satu jenis 

pelayanan kredit khusus untuk terpenuhinya kebutuhan dalam mendirikan rumah atau 

memperbaiki rumah. Pihak developer bekerja sama dengan pihak bank membutuhkan masyarkat 

dalam mendapatkan rumah yaitu dengan Kredit kepemilikan (KPR). (Riri.2015). 

 Bank memiliki peranan yang penting untuk menjunjung tinggi perekonomian rakyat, 

karena melalui bank unit-unit yang memiliki kelebihan modal dapat di salurkan kepada 

masyarkat melalui kredit kepemilikan rumah (KPR) adalah kredit yang digunakan untuk 

membeli atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa Rumah. 

Walaupun keguanaan nya sama, KPR berbeda dengan kredit konstruksi dengan renovasi. Agunan 

yang diperlukan KPR adalah Rumah yang akan digunakan yang sudah dimiliki. Menurut Nurul, 

kredit diberikan atas kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar benar 

diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat syarat yang 

telah ditentukan. (Turnip, P. Suhaidi & Harianto, D.2020) 

Menurut Pasal 8 UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, dalam memberikan pinjaman, perusahaan mampu 

meyakini atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam menulis hutangnya sesuai yang di 

sepakati. Dari ketentuan tersebut dapat di simpulkan bahwa bank harus hati hati dalam 

memberikan kredit para calon debiturnya, untuk meminimalkan resiko kerugian dari pemberian 

kredit, maka bank dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada kebijakan dan 

prosedur penerapan manajemen resiko yang ditetapkan dan dilaksanakan para prinsip ke hati 

hatian atau prudential principal. 

         Perumnas sebagai pengembang dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, 

yaitu perumahan dan pemukiman, sejak didirikan pada tahun 1974 telah membangun lebih dari 

500.000 unit rumah dengan berbagai tipe di seluruh provinsi di Indonesia. Sebagai perintis 

pengembangan perkotaan Perumnas telah berhasil melaksanakan misi pemerintah dalam 

mewujudkan pemerataan pembangunan sampai di wilayah terpencil.  

Perum Perumnas Griya Martubung merupakan salah satu dari berbagai perumnas yang 

didirikan oleh pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat 

menengah ke bawah. Pada Perum perumnas Martubung terdapat dua produk jenis KPR antara 

lain, KPR Subsidi dan KPR Komresial. Berdasarkan perjanjian Jual-Bali oleh Perum Perumnas 

bahwa kepemilikan rumah dapat berpindah tangan minimal telah melakukan pembayaran kredit 

selama 5 tahun untuk KPR Subsidi dan untuk KPR Komrsial tersebut tidak terdapat ketentuan 

atau Batasan tahun. (Siregar, R.J. Barus, U. M. & Siregar, T. 2020) 

      Hal ini yang menjadi permasalahan di dalam keberlangsungan kredit KPR di Perum 

Perumnas Martubung, dimana terdapat beberapa konsumen yang lalai melakukan pembayaran 
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kredit KPR sehingga untuk menyelamatkan kredit KPR yang sudah berangsur nasabah memilih 

untuk memindah tangankan kredit KPR tersebut. Beberapa nasabah KPR Subsidi bahkan 

melakukan pindah tangan (take over) sebelum 5 tahun berlangsungnya kredit KPR.  

     Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah 

tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “Aspek Hukum 

Terhadap Perjanjian Jual-Beli Rumah Secara Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Di PERUM-

PERUMNAS Terhadap Konsumen (Studi Pada PERUM PERUMNAS). 

Perdata (KUHPerdata) pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan overenkomst dalam 

definisi perjanjian telah diatur dalan kitab undang undang hukum Bahasa Belanda. Kata 

overenkomst tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjianJadi persetujuan dalam 

pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. (Miru.2008). 

Ada pula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian 

merupakan terjemahkan dari overenkomst sedangkan perjanjian merupakan dari toestemming 

yang ditafsirkan sebagai wilsovereenstemming (persesuaian kehendak/kata sepakat). Perbedaan 

pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang 

berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek 

hukumnya sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. 

(Mertokusumo.2009). 

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata 

sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para 

pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang berkewajiban 

melaksanakan presetasinya sautu dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut 

serta menimbulkan akibat hukum. (Handri.2009). 

Perjanjian adalah hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu, 

wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menurut kewajibanitu. 

(Wirjono.2011). Dasar hukum dari sahnya suatu perjanjian adalah Pasal 1320 kitab Undang- 

Undang Hukum perdata. (Satrio.1995). 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan permukiman menyatakan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai 

bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan,yang di lengkapi dengan 

prasarana,sarana,utilitas umum sebagi hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Menurut 

Abrams, Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang 

sangat erat dengan masyarakat. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi banyak mencerminkan 

karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahantersebut. (Abrams. 2000). 

         Kredit KepemilikanRumah (KPR) ialah suatu langkah kegiatan yang klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu departermen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi suatu perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. 

(Alanshari.2018) 

 

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan 

kepada mereka oleh pengususaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk 

diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menebutkan bahwa pengertian; “konsumen adalah 

setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalama masyarkat, baik bagi kepentingan 
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diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 

(Sidabalok.2014). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif metode penelitian yang 

dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, data yang diperoleh dari hasil penelaahan 

kepustakaan atau penelaahan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi 

penelitian. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer. 

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, pandangan ahli dan 

yang diperoleh atau bersumber langsung dariBapak Awin Sirmamata selaku Manager Pemasaran 

di Kantor Perum Perumnas Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: Penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian 

terhadap sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang Perum 

Perumnas, Jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan tentang Persaingan Usaha. 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian menjadi suatu 

laporan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Perundang - Undangan Yang Mengatur Tentang Perjanjian Jual Beli Rumah  Secara KPR 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan 

perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan 

keselamatan, serta kepastian hukum, mencermati asas diatas. (Sudikno.2005). 

 

Dalam perjanjian jual beli terdapat di dua pihak yang satu disebut penual dan pihak lainnya 

disebut pembeli. Pihak penjual membtuhkan uang dan pembeli membutuhkan uang dan pembeli 

membutuhkan sesuatu barang, perjnjian seperti ini diatur dalam buku III KUHperdata, mulai 

pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Terkait dengan perjanjian jual beli itu, ketentuan Udang-

Undang memberikan kebebasan kepada para pihak menentukan syarat-syarat yang harus 

dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 

1338 ayat (1) KUHperdata. Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas 

dapat mengadakan perjnjian jual-beli yang dapat menggangu ketertiban umum, atau melanggar 

Undang-Undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasar pada syarat-syarat 

sahnya atau perjanjian pada umumnya, dan khususnya perjanjian jual beli, sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang. Meskipun dalam Undang-Undang telah ditetapkan tentang 

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhinnya, akan tetapi dalam praktek 

kadang-kadang terjadi suatu perjanjian jual-beli dimana jika dilihat sudut aspek hukumnya dapat 

dipandang bahwa perjanjian dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu 

perjanjian yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHperdata ayat (3) yang menetapkan bahwa 

“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. (Fitriani.2017). 

Prosedur Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Kredit Kepemilikan    Rumah (KPR) Di 

Perum Perumnas 

Pada prinsipnya, dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat kita ketahui bahwa suatu perjanjian 

akan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yakni sebagai berikut: 

1. Sepakat mereka mengikat dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal. (Subekti.2018). 
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  Menurut bapak Alwin simarta, prosedur hukum yang dilakukan sebelum 

melakukan perjanjian jual beli rumah secara kredit kepemilikan Rumah (KPR) ada beberapa tata 

cara yang dilakukan Perum-perumnas yaitu diantara lain: 

a.  Melihat keabsahan hukum dari Akta Jual Beli (AJB) 
 AJB merupakan bukti otentik yang sah untuk peralihan ha katas tanah dan bangunan, 

biasanya AJB di keluarkan pejabat umum yang berwenang seperti PPAT (pejabat pembuat akta 

tanah) yang diangkat oleh kepala BPN (Badan pertanahan Nasional). 

 AJB juga memiliki fungsi penting saat proses transaksi jual beli property, Tentu saja 

keberadaan AJB tidak dapat digantikan. Berikut adalah fungsi dari AJB : 

1.  Sebagai bukti transaksi jual beli properti (rumah atau tanah) yang sah   

 dengan kesepakatan harga dan ketentuan yang disetujui kedua belah pihak. 

2.  Menjadi bukti perkara Ketika salah satu pihak gagal memenuhi  kewajibannya. 

3.  Sebagai bukti kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. 

b.  Mensurvey bersih Perjanjian hutang atau kredit debitur, apakah debitur pernah 

melakukan hutang di instansi, atau bank lain agar mengurangi terjadinya resiko kemacetan 

pembayaran angsuran kredit, atau juga menghindari terjadinya wanprestasi dalam kegiatan jual 

beli rumah yang dilakukan secara kredit. 

c.  Mengetahui isi dari perjanjian berikut serta Pasal yang ada di dalam nya, dan yang 

terakhir melakukan nya penandatanganan dari isi perjanjian jual beli rumah antara debitur dan 

pihak bank yang bersangkutan. 

Bentuk Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Secara 

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Di Perum Perumnas 

Menurut bapak Alwin Simarmata,bentuk penyelesaian penyelesaian apabila terjadinya 

wanprestasi terhadap kegiatan jual-beli rumah secara kredit kepemilikan rumah (KPR) rumah  

bersubsidi di perum perumnas yaitu: 

a) Apabila melanggar dari perjanjian kredit untuk tidak menempati rumah selama masa kredit 
berlangsung maka mengkonversi KPR subsidi menjadi Non subsidi sesuai dengan bunga 
kredit yang berlaku pada BANK BTN yang menjadi penjamin dalam kegiatan jual beli di 
PERUM PERUMNAS, dan biaya-biaya yang timbul akibat penghentian KPR subsidi; 

b) Apabila debitur tidak mampu untuk melanjutkan atau tidak mampu membayar kredit jual beli 

rumah maka rumah tersebut di lakukan pelelangan rumah tersebut.  
Akibat Hukum Batalnya Perjanjian Jual Beli Rumah Secara KPR 

Adapun berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui akibat hukum dari batalnya 

perjanjian jual beli rumah secara kredit Kepemikikan rumah (KPR) di perum perumnas dapat di 

lihat dari kedua aspek yaitu : Pada aspek Pertama, adalah dilihat dari sisi calon debitur yang 

ditolak pihak Bank sebelum melakukan pengangkatan perjanjian jual beli rumah secara KPR, 

dimana bank menolak karena calon debitur tidak memenuhi syarat dalam melakukan KPR baik 

dilihat dari sisi kelengkapan dokumen calon debitur dan juga dilihat dari sisi penghasilan calon 

debitur yang belum memenuhi syarat dan ketentuan Bank tersebut, maka Uang muka calon 

debitur akan di kembalikan 100% kepada konsumen Dan dilihat pada aspek kedua yaitu, Apabila 

calon debitur pada saat melakukan penandatangan perjanjian KPR tetapi calon debitur 

mempunyai hutang dan melakukan wanprestasi pada Bank lain, maka Uang muka calon debitur 

tersebut dinyatakan Hangus karena adanya kelalaian dan ketidak jujuran terhadap kreditur pada 

saat sebelum melakukan penandatangan perjanjian KPR. (Budiman, S., dkk, 2020). 

 

SIMPULAN 

PosedurHukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Kredit Kepemilikan Rumah 

(KPR) di Perum Perumnas yaitu Perjanjian Kredit. Di Perum Perumnas KPR (kredit kepemilikan 
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rumah) terbagi dua yaitu, KPR subsidi dan KPR komersial. Jenis KPR yang digunakan di dalam 

Perum-perumnas adalah jenis KPR subsidi. Didalam KPR (kredit kepemilikan rumah) subsidi ini 

memerlukan dokumen yang wajib dipenuhi oleh pihak calon debitur didalam pengajuan KPR 

(kredit kepemilikan rumah) subsidi adalah sebagai berikut:Dokumen pemohon, Dokumen 

penghasilan, dokumen khusus pemohon wiraswasta/pekerja mandiri, surat pernyataan debitur, 

berita acara serah terima (BAST) , surat pernyataan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, 

dokumen pemohon, surat pemesanan rumah (SPR), laporan pemeriksaan akhir (LPA), foto 

dokumentasi akad kredit pemohon KPR BTN bersubsidi, lampiran 1 surat pernyataan tanggung 

jawab terhadap kualitas bangunan oleh pemegang, lampiran 2A hasil verifikasi rumah dan PSU 

rumah subsidi oleh BTN, dan Lampiran 3 surat pernyataan pemeriksa kelayakan fungsi 

bangunan gedung oleh pengembang. Bentuk penyelesaian apabila terjadinya wanprestasi 

terhadap kegiatan jual-beli rumah secara kredit kepemilikan rumah (KPR) di Perum Perumnas 

yaitu dilakukan secara lelang. Apabila melanggar dari perjanjian kredit untuk tidak menempati 

rumah selama masa kredit berlangsung maka mengkonversi KPR subsidi menjadi Non subsidi 

sesuai dengan bunga kredit yang berlaku pada BANK BTN yang menjadi penjamin dalam 

kegiatan jual beli di PERUM PERUMNAS, dan biaya-biaya yang timbul akibat penghentian KPR 

subsidi; dan apabila debitur tidak mampu untuk melanjutkan atau tidak mampu membayar 

kredit jual beli rumah maka rumah tersebut di lakukan pelelangan rumah tersebut. 
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